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RINGKASAN DAN SUMMARY

Keujreun blang adalah orang yang membantu Geuchik di bidang pengaturan,
penggunaan irigasi dan waktu untuk turun sawah untuk tanam padi (keuneneng).
Keujreun Blang merupakan salah satu lembaga adat yang pemberdayaannya
ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan dikuatkan
oleh Pasal 98 ayat (1)-(4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (UUPA)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat fungsi dan wewenang kejruen blang
dalam meningkatkan produksi padi di Kabupaten Aceh Utara dan hambatan-
hambatan yang dihadapi oleh keujruen blang dalam melaksanakan fungsi dan
wewenangnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek
pelaksanaan hukum positif yang menyangkut fungsi dan wewenang kejruen blang di
Kabupaten Aceh Utara. Dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis.
Yuridis Normatif artinya, mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan
fungsi dan wewenang kejruen blang. Yuridis Sosiologis maksudnya, melihat
fenomena yang terjadi dalam masyarakat, dengan cara mengkaji penerapan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kenyataan di lapangan. Lokasi

penelitian di Kabupaten Aceh Utara, dengan mengambil beberapa kriteria dari



responden yaitu keujruen blang dan informan yaitu pemerintah kabupaten dan
kecamatan, mukim, kepala desa(Guechik), Tokoh Masyarakat dan petani sawah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan fungsi dan wewenang
keujruen blang dalam meningkatkan padi di Kecamatan sawang, sudah dijalankan
namun belum maksimal, karena dilaksanakan berdasarkan kebiasaan atau
pengalaman keujruen blang terdahulu, bukan berpedoman pada aturan tertulis yaitu
Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Fungsi dan wewenang
keujruen blang dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang diadakan di
Kecamatan Sawang, yang dihadiri oleh semua unsur terkait. Keujruen blang harus
berkoordinasi dengan keujruen chik, menjaga air dalam aliran irigasi sampai ke
sawah petani, harus mengkoordinir gotong royong waktu turun ke sawah, mengurus
khanduri blang, memberi sanksi kepada petani yang melanggar ketentuan adat di
sawah. Namun fungsi dan wewenang ini tidak selengkap tugas dan wewenang yang
terdapat dalam Pasal 25 qanun lembaga adat.

Hambatan yang dihadapi keujruen blang dalam melaksanakan fungsi dan
wewenang untuk meningkatkan hasil padi di Kecamatan Sawang, adalah pertama,
keujruen blang tidak mengetahui fungsi dan wewenangnya secara lengkap dan rinci
seperti yang terdapat dalam ganun lembaga adat. Kedua, kurang koordinasi sesama
keujruen blang gampong dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, keujruen
blang bekerja sendiri-sendiri dalam mengelola sawah di gampong masing-masing.
Ketiga, kerusakan besar pada saluran irigasi yang lama diperbaiki, menyebabkan

terhambatnya aliran air ke sawah-sawah petani. Keempat, kurang diperhatikan



masalah upah atau pemberian imbalan kepada keujruen blang, tidak dibagikan
berdasarkan hasil musyawarah Gampong, tapi harus diambil sendiri imbalan tersebut
kepada petani. Kelima, masalah hama atau penyakit (binatang-binatang kecil/wereng)
yang menyerang padi petani. Keenam, kesulitan dana untuk pengadaan mesin pompa
air dan biaya perawatan mesin, khusus untuk gampong lancok yang agak jauh dari
saluran irigasi untuk megalirkan air ke sawah-sawah petani.

Terhadap segala hambatan yang dihadapi keujruen blang dalam melaksanakan
fungsi dan wewenangnya yang belum maksimal, yang disebabkan oleh tidak
diketahui fungsi dan wewenang keujruen blang yang lengkap seperti yang terdapat
dalam ganun lembaga adat, sudah dilakukakan sosialisasi Qanun Nomor 10 Tahun
2008 tentang Lembaga Adat, kepada keujruen blang dan telah dilakukan metode
pendampingan terhadap pelaksanaan fungsi dan wewenang keujruen blang yang
sesuai dengan penetapan fungsi dan wewenang dalam qanun, untuk memberdayakan
keujruen blang keempat gampong di Kecamatan Sawang, agar dapat menghasilkan
padi yang lebih maksimal dari sebelumnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan khususnya kepada
masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, bahwa keberadaan keujruen blang harus dapat
dimanfaatkan dengan baik dalam proses pertanian padi sawah, di samping itu juga,
masyarakat perlu memberi penghargaan atas budi baik keujruen blang. Dan bagi
pemerintah diharapkan dapat memberi dukungan dan perhatian terhadap lembaga
keujreun blang yang ada di gampong-gampong, misalnya dengan penyediaan dana

yang dapat mendukung ke arah meningkatnya hasil pertanian (padi), dan dengan



penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah sehingga
menjadi salah satu pedoman dalam mengambil kebijakan terhadap pertanian sawah

khususnya.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam tatanan masyarakat Aceh, adat istiadat mempunyai penghargaan yang
luhur. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat
gampong atau mukim, meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa pernah menghilangkan fungsi mukim tersebut. Akan tetapi
peluang untuk menegakkan kembali hukum adat di Aceh telah terbuka lebar, yaitu
dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah
dihidupkan kembali dengan diakui keberadaan mukim dan gampong serta lembaga
adat lainya termasuk keberadaan keujruen blang. Hal ini terlihat dalam Pasal 98
undang-undang tersebut, bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh di bidang
keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Keujruen blang merupakan salah satu lembaga-lembaga adat sebagaimana
dilegitimasi UUPA, ada yang di tingkat gampong dan ada yang di tingkat mukim,
apabila diberikan wewenang sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam
masyarakat, maka sumber daya alam di gampong tersebut dapat lestari dan terjaga
dengan baik dan tertib.

Kemudian dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi NAD, dalam Pasal 28(b) disebutkan salah

satu unsur pelaksana yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas



tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial
budaya masyarakat seperti keujruen blang atau nama lain yang mempunyai tugas dan
melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan.

Lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat,
ditegaskan kembali tentang keberadaan keujruen blang dan fungsi serta
wewenangnya dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

Di Kabupaten Aceh Utara khususnya di Kecamatan Sawang, dihidupkan
kembali keberadaan keujruen blang seperti yang dimanatkan dalam ganun-qanun
tersebut, karena sangat membantu kelancaran kegiatan persawahan. Oleh karena itu,
melihat fungsi dan wewenang keujruen blang sangat penting, maka perlu suatu
penelitian mendalam tentang pemberdayaan fungsi dan wewenang keujruen blang

sehingga bisa menjadi salah satu unsur dalam produksi padi sawah.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka terdapat permasalahan penting
yang perlu diidentifikasi sebagai berikut :
1. Bagaimanakah fungsi dan wewenang keujruen blang dalam meningkatkan
produksi padi di Kecamatan Sawang?
2. Apakah hambatan keujruen blang dalam melaksanakan fungsi dan

wewenangnya dalam meningkatkan produksi padi?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teori, peneliti mengemuka teori yang berkaitan dengan
penelitian ini, yaitu menggunakan teori kewenangan dan kekuasaan dari Max Weber.
Konsep tentang kewenangan tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan, karena
kewenangan timbul dari kekuasaan yang sah menurut teori kekuasaan Weber.
Kekuasaan dalam birokrasi pemerintah selama ini dipergunakan sangat sentralistik
dan eksesif. Dalam hirarki versi Weber, ditemukan korelasi yang positif antara
tingkatan hierarki jabatan dalam birokrasi dengan kekuasaan. Semakin tinggi lapis
hierarki jabatan seseorang dalam birokrasi, maka semakin besar kekuasaannya; dan
semakin rendah lapis hierarkinya, semakin tidak berdaya (powerless). Hal ini
menunjukkan bahwa sentralisasi kekuasaan yang berada di tingkat hierarki atas
semakin memperlemah posisi pejabat di hierarki bawah dan tidak memberdayakan
rakyat yang berada di luar hierarki'.

Berangkat dari konsep hierarki dan kekuasaan tersebut, maka perlu adanya
transfer kewenangan ke level bawah guna menghindari penumpukan kekuasaan dan
kewenangan di level atas. Wewenang atau kewenangan adalah padanan kata authority
yaitu “the power or right delegated or given; the power to judge, act or command”.

Authority (otoritas) dapat dirumuskan sebagai suatu tipe khusus dari kekuasaan yang

1 http://halilintarblog.blogspot.com/2010/04/teori-kewenangan.html



secara asli melekat pada jabatan yang diduduki oleh pemimpin. Otoritas adalah
kekuasaan yang disahkan (legitimazed) oleh suatu peranan formal seseorang dalam
suatu organisasi’. Sedangkan dalam Ensiklopedi Administrasi, wewenang
didefinisikan sebagai hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan
agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Weber
mengemukakan ada tiga macam tipe ideal wewenang, yaitu : wewenang tradisional,
wewenang kharismatik, dan wewenang legal rasional. Yang terakhir inilah yang
menjadi basis wewenang pemerintahan, termasuk kewenangan keujruen blang dalam
lembaga adat.

Kewenangan keujruen blang yang berikan UUPA dan Qanun, merupakan
kewenangan sebagaimana halnya lembaga adat lain, dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam sistem pemerintahan federasi telah menjadi “trade mark” Pemerintahan Aceh
masa lalu. Setiap mukim, sesuai dengan letak geografisnya memiliki perangkat
pelaksana pemerintah mukim, seperti misalnya ; imum chik, kejruen blang, haria
peukan, panglima laot, peutua seuneubok, pawang glee, panglima uteuen, dan lain-
lain. Setiap gampong mengirim utusannya untuk duduk sebagai anggota tuha lapan
dalam pemerintahan mukim, dan salah salah satu terdapat keujruen blang.

Pada masa lalu, keberadaan seseorang tokoh masyarakat gampong dalam tuha
lapan kiranya tidak didasarkan pada pembagian unsur tertentu. Artinya, setiap orang
tersebut dipandang memiliki kapasitas yang sama. Hal ini sesuai dengan logika

hukum masyarakat Aceh pada masa itu, yang menurut Profesor T Djuned, tidak

2 ibid



membedakan disiplin hukum yang satu dengan disiplin hukum lainnya. Semua itu

hanya disebut dengan hukum adat saja.

2. Kerangka Konseptual
Dalam kerangka konseptual, peneliti mengkaji beberapa hal yang berkaitan

dengan dengan judul penelitian, yaitu mencakup hal sebagai berikut :
a. Pengertian dan Landasan Hukum Keujruen Blang

Keujreun blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang
usaha persawahan’. Artinya dalam menjalankankan tugasnya keujruen blang yaitu
membantu Keuchik di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan.
Kedudukan keujreun blang dan lembaga-lembaga adat yang lain juga dikuatkan oleh
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yaitu Pasal 98
yaitu ayat:

(1). Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan
ketertiban masyarakat;

(2). Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui
lembaga adat;

(3). Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

meliputi:

3 Pasal 1 angka (22) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.



a. Majelis Adat Aceh;

b. Imeum Mukim atau nama lain,;

c. Imeum Chik atau nama lain;

d. Keuchik atau nama lain;

e. Tuha Peut atau nama lain;

f. Tuha Lapan atau nama lain;

g. Imeum Meunasah atau nama lain;
h. Keujreun Blang atau nama lain;

i. dll.

Dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan
Gampong Dalam Provinsi NAD, Pasal 28(b) disebutkan salah satu unsur pelaksana
yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat
seperti keujruen blang atau nama lain yang mempunyai tugas dan melaksanakan
fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan.

Lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat,
ditegaskan kembali tentang keberadaan keujruen blang dan fungsi serta

wewenangnya dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

B. Tugas dan Wewenang Keujruen Blang
Pengaturan tugas, fungsi, wewenang dan persayaratan keujruen blang di

tetapkan dalam musyawarah keujruen blang. Demikian juga dalam melaksanakan



tugasnya berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya®. Sesuai dengan amanat Qanun

Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, maka tugas dan wewenang

keujruen blang adalah sebagai berikut :

1.

2.

Menentukan dan mengkoordinasi tata cara turun ke sawah

Mengatur pembagian air ke sawah petani

Membantu pemerintah dalam bidang pertanian

Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan

adat dalam usaha pertanian sawah.

Memberi teguran dan sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan

adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam

sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat

Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan

usaha pertanian sawah.
Mandat baru Keujreun Blang dalam CBDRM:
Mencermati/komunikasikan ~ bio-indikator banjir di sawah sebagai
pengetahuan lokal;
Terlibat aktif dalam mitigasi banjir di mukim;
Mengurangi kerentanan stakeholder sawah: buruh tani, petani kecil,
Respon perbaikan saluran irigasi paska banjir;

Terlibat aktif dalam Early Warning System terhadap banjir, badai, musim

tanam, perubahan iklim;

4 Pasal 24 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.



6. Penguatan kapasitas Keujruen Blang tentang CBDRM,;

7. Pertanian sawah berkelanjutan: organic & SRI model;
Figur keujreun blang berasal dari petani yang tekun dan disiplin, berpengalaman
dalam bidang kemasyarakatan, menguasai hukum adat pertanian, memahami
keuneunong (keadaan yang dipengaruhi hidrologis wilayah)’.

Keuneunong dalam perspektif persawahan, menurut Hurgronje, berarti keadaan
cuaca yang melekat pada setiap bulan masehi, diberi bayangan bahwa musim-musim
di Aceh ditentukan menurut kala dan bulan di langit. Pertemuan itulah yang
dinamakan keunong (mengenai atau menyentuh), dan masyarakat Aceh menemukan
semacam pedoman dalam jumlah hari yang selalu memisahkan bulan baru dari
keunong yang selanjutnya, atau dengan dengan kata lain (oleh sebab bulan Islam
mulai dengan bulan baru) dalam hari terjadinya keunong®.

Di samping itu, keujreun blang bersama pimpinan adat berwenang mengadili
dan memberi sanksi pada pelanggar hukum adat bidang pertanian, baik pada prosesi
pelaksanaan, maupun yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan adat pertanian.
Misalnya, yang turun pertama ke sawah adalah orang yang berada, baik dari segi ilmu
maupun segi harta.

Menurut Snouch Hurgronje, khanduri blang atau khanduri (kenduri) turun ke
sawah dimaksudkan untuk kemakmuran tanah bersama yang baru saja menghasilkan,

dilaksanakan di awal musim /uaih blang di hari yang ditetapkan pengurus gampong’.

5 http://lidahtinta.wordpress.com/2007/03/27/adat-dan-hukum-di-aceh/Pembagian ~ Peran
Lewat Lembaga Adat Gampong Oleh: Sulaiman Tripa Penulis & Pegiat Kebudayaan.

6 Ibid

7 Ibid



Khanduri blang dikoordinir keujreun blang, turut pula dimusyawarahkan di
pertemuan khanduri tentang tali air, dan lain-lain, dijaga bersama, begitu juga dengan
penyakit padi. Di samping itu, keujreun blang dalam kenyataannya sangat membantu
dalam penyuluhan dan bimbingan yang sangat disegani masyarakat adat.

Wewenang dan kekuasaan keujreun blang hanya terbatas pada pengoperasian
dan pembagian tali air serta memimpin khanduri blang. Atas jasanya, petani
berkewajiban memberi sumbangan padi (beuheuk bruek umoeng) kepada keujreun

blang di wilayah hidrologisnya®.

C. Kedudukan Keujruen Blang dalam Struktur Lembaga Adat

Berdasarkan qanun tentang lembaga adat, di gampong terdapat beberapa
lembaga adat yang sifatnya sangat profesional. Lembaga adat yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat di Aceh adalah Majelis Adat Aceh, Imum Mukim,
Imum Chik, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imum Meunasah, Keujruen Blang,
Panglima Laot, Pawang Glee, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, Syahbanda dan
lembaga-lembaga adat yang disebut dengan nama lain, tetapi mempunyai fungsi dan
tujuan yang sama dengan lembaga-lembaga adat’. Artinya keujruen merukapan
bagian dari lembaga adat yang mempunyai peran serta dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat khususnya petani sawah dan

penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan'’.

8 Isa Sulaiman dan Syamsuddin, 2002, Pedoman Adat Aceh : Peradilan dan Hukum Adat,
LAKA, Banda Aceh-NAD
9 Pasal 2 Ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
10 Pasal 2 Ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat



Diperjelas lagi oleh Hakim Nya’ Pha, bahwa dalam menjalankan roda
pemerintahan dan kehidupan gampong, Keuchik dan Teungku Imeum Meunasah
dibantu oleh berbagai lembaga adat lainnya yang biasanya dipimpin oleh ahlinya
sesuai dengan bidangnya. Bidang administrasi dibantu waki (Keurani); dalam bidang
pendidikan dibantu Teungku Inoeng, Teungku Cut, Leube, Teungku Leube; bidang
pengambilan keputusan ada Tuha Peut dan Tuha Lapan; bidang mata pencaharian
ada Keujreun Blang, Peutua Seuneubok, Panglima Laot, Pawang Gléé; bidang
perkawinan ada seulangké, peunganjo; bidang kesehatan ada dukon, ma blién; bidang
hukum ada lembaga weuk waséé, lembaga suloh, lembaga hak langgéh; bidang
perekonomian ada lembaga muge, meusyarikat, gala, mawaih, meudua laba, dan
lain-lain"".

Dalam melaksanakan tugasnya keujruen blang juga merupakan salah satu unsur
pelaksana dalam perangkat gampong yang langsung berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Keuchik'>. Keujruen blang dipilih oleh keuchik dalam
musyawarah dan dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut :

1. Meninggal dunia

2. Mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri

3. Melalaikan tugasnya sebagai keujruen blang

4. Melakukan perbutan tercela yang bertentangan dengan syariat dan adat

istiadat.

11 Hakim Nya’ Pha Dalam Isa Sulaiman & Syamsuddin, 2002, Pedoman Adat Aceh,
Peradilan Dan Hukum Adat, LAKA, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

12 Pasal 27 Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong
Dalam Provinsi NAD.



BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
A. Tujuan Penelitian
Yang menjadi tujuan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memberdayakan fungsi dan wewenang keujruen blang secara
maksimal dalam meningkatkan produksi padi sawah di Kabupaten Aceh

Utara.



2. Untuk mengetahui dan menyelesaikan hambatan-hambatan keujruen blang
dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam meningkatkan produksi
padi sawah di Kabupaten Aceh Utara.

3. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan fungsi dan wewenang keujruen
blang sebagai salah satu unsur dalam meningkatkan hasil pertanian.

4. Untuk memberikan kewenangan lembaga adat khususnya keujruen blang
dalam menangani masalah penenaman padi sawah.

5. Untuk meningkatkan hasil pertanian padi sawah.

6. Untuk menciptakan keteraturan penanaman padi sawah sehingga
dapat menghindari hama, pengairan dan musim turun sawah yang

tertib.

B. Urgensi Penelitian

Penelitian ini sangat penting dan perlu segera dilaksanakan karena dalam
penelitian ini akan menghasilkan suatu bentuk pemberdayaan fungsi dan wewenang
keujruen blang dan penyelesaian hambatan-hambatan kejruen blang dalam
menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam penanaman padi sawah. Dengan
demikian nantinya akan dapat menjadi suatu bentuk pemberdayaan fungsi dan
wewenang keujruen blang secara maksimal. Di samping itu juga akan menjaga
kelestarian tatanan adat Aceh terutama berkenaan dengan bertani yang dalam
masyarakat Aceh, pekerjaan bertani mempunyai nilai yang tinggi dan memiliki aturan

tersendiri. Pertanian merupakan urat nadi dari segala usaha, yang dikenal dengan



istilah meugoe. Masyarakat Aceh sejak dahulu sudah mengatur tata cara bertani
dengan baik sesuai dengan musim dan masa tanam, yang dilakukan oleh keujruen
blang.

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberi keuntungan yang terutama
bagi semua pihak yang baik dalam perspektif masyarakat petani, keujruen blang
maupun pemerintah sebagai penentu kebijakan.

1. Bagi Masyarakat Petani

a. Memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat petani karena
adanya pengelolaan dan pembagian air sawah secara merata.
b. Memberi kontribusi tidak langsung berupa perbaikan sarana dan

prasarana sawah, seperti irigasi.

2. Bagi Keujruen Blang
a. Mendapatkan dukungan dan perhatian terhadap lembaga keujruen
blang yang ada di gampong-gampong, misalnya penyediaan dana,
sarana yang mendukung kejruen blang dalam menjalankan fungsi dan

wewenangnya.

b. Menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi keujruen blang

dalam menjalan fungsi dan wewenangnya.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten



a. Memberi masukan kepada pemerintah sehingga menjadi salah satu
pedoman dalam mengambil kebijakan terhadap  pertanian sawah
khususnya.

b. Memberikan bentuk pemberdayaan fungsi dan wewenang kuejruen blang
bagi pemerintah.

c. Memberikan kesadaran bahwa semakin maksimal pemberdayaan fungsi

dan wewenang keujruen blang akan melestarikan tatanan adat aceh.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang
komprehensif dan mendalam tentang fokus penelitian yaitu menyangkut wewenang

dan fungsi kejruen blang. Dalam hal ini bermakna bahwa untuk memperoleh data-



data dari responden dan informan, dilakukan dengan wawancara yang telah disiapkan
daftar pertanyaan secara umum, observasi atau penglihatan berulang-ulang dan data

skunder lainnya yang menjadi data pendukung dalam penelitian ini.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek
pelaksanaan hukum positif yang menyangkut fungsi dan wewenang keujruen blang di

Kecamatan Sawang.

C. Metode Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis
Normatif dan Yuridis Sosiologis. Yuridis Normatif artinya, penelitian ini mengkaji
norma-norma hukum yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang keujruen blang.
Yuridis Sosiologis maksudnya, melihat fenomena yang terjadi dalam
masyarakat, dengan cara mengkaji penerapan ketentuan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kenyataan di lapangan yaitu dalam pelaksanaan pemberdayaan

fungsi dan wewenang keujruen blang dalam meningkatkan produksi padi.

D. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel
Lokasi dalam penelitian ini di Kabupaten Aceh Utara yaitu Kecamatan Sawang

yaitu yang terdiri dari 4 gampong (desa) yaitu Blang Teurakan, Babah Krueng,



Jurong dan Lancok. dengan pertimbangan bahwa pada umumnya masyarakat di

daerah tersebut mempunyai mata pencaharian pertanian dari hasil sawah.

Populasi penelitian ini melibatkan :

a.

b.

g.
h.

Camat Kecamatan Sawang,

Keujruen Blang (Keujruen Chik dan Anek Keujruen),
Geuchik/Kepala Desa

Imum Mukim

Petani Sawah.

Penyuluh Pertanian

Kepala Balai Penyuluhan Pertanian

Mantri Tani

Penentuan sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling”” yang

menyatakan dalam teknik pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Metode Purposive sampling merupakan bagian dari non probability sampling, di

samping accidental sampling dan quota sampling untuk memberi masukan dan

informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan populasi tersebut di atas,

maka ditetapkan sebagai responden adalah keujruen blang di Kecamatan Sawang

yaitu :

1 orang Keujruen Chik Kecamatan Sawang

13. Hadari Nawawi, 1998, Metode Penelitian Bidang Sosial, Y ogyakarta : Gajah Mada

University Press, hal.157.



2 orang Keujruen irigasi Kecamatan Sawang (Seungke Kemude dan Krueng
Tuan)

1 orang Keujruen di Gampong Blang Teurakan

2 orang Keujruen di Gampong Jurong

1 orang Keujruen di Gampong Babah Krueng

2 orang Keujreun di Gampong Lancok

Sedangkan informan terdiri dari :

1 orang Camat Kecamatan Sawang

1 orang Mukim Bagian Selatan Kecamatan Sawang

4 orang Geuchik/Kepala Desa

1 orang kepala Balai Penyuluhan Pertanian

4 orang Penyuluh Pertanian

1 orang Mantri Tani

20 orang Petani sawah (5 orang dari masing-masing Gampong Blang Teurakan,

Jurong, Babah Krueng dan Lancok)

E. Sumber Data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder.
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, yaitu data
yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan sampel dalam

penelitian ini.



b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.
Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier.

1). Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan
seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun
Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Nomor 3
Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 4
Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam,

2). Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer terdiri dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan
objek penelitian, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kejruen
blang dan tulisan ilmiah yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

3). Bahan hukum tersier yang terdiri dari: kamus hukum, ensiklopedia dlI1."*

F. Tehnik Pengumpulan Data
Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan  dengan cara

wawancara yang mendalam dengan sampel atau informan yang telah ditetapkan,

14. Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, Hal. 114.



untuk mengungkapkan permasalahan dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang

keujruen blang yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Sawang.

G. Analisis Data

Untuk analisis data" dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Semua data
yang diperoleh dikelompokkan, diolah dan diteliti serta dievaluasi
keabsahannya. Setelah diseleksi dan diolah lalu dianalaisis secara yuridis
kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis dengan menggunakan
metode deduktif dan induktif'®. Data yang diperoleh dari wawancara setelah

dikelompokkan kemudian di tabulasi'’ dalam bentuk tabel dengan menggunakan

15. Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal
77-76, menyatakan terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1)
data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan Pengukurannya, 2) Data tersebut
sukar diukur dengan angka, 3). Hubungan antara variabel tidak jelas. 4) Sampel lebih bersifat non
probabilitas 5). Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan,
6). Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandin%kan dengan pendapat Maria, S.W Sumardjono, yang
menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali
apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang. Lexy
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 103. Bandingkan
juga dengan pendapat Burhan Ashshofa, Mefode Penelitian Hukum, hal. 66.

16. Metode Induktif dan Deduktif merupakan penarikan kesimpulan dalam bentuk penalaran

yang bergerak dari premis umum ke premis yang khusus. Lihat Bambang Sunggono,Op.Cit.,hal. 20-21
17. Lihat Bambang Waluyo, Op.Cit., hal 88 mengatakan kegiatan yang dilakukan dalam

tabulasi adalah menyusun dan menghitung data hasil pengkodean, untuk kemudian disajikan
dalam bentuk tabel.



statistik sederhana untuk melihat kecenderungan yang ada berdasarkan jumlah

presentase, selanjutnya ditafsirkan dan dideskripsikan.

BABYV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Keujruen Blang dalam Meningkatkan
Produksi Padi di Kecamatan Sawang
Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak
dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai
budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban,
ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai

Islami. Keberadaan lembaga adat perlu ditingkatkan peranannya guna melestarikan




adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan
keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat.

Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan
penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga-lembaga adat di
Aceh yang diakui dalam ganun lembaga adat adalah sebagai berikut:

1. Majelis Adat Aceh;

2. Imum Mukim;

3. Imum Chik;
4. Geuchik;
5. Tuha Peut;

6. Tuha Lapan,
7. Imum Meunasah;
8. Keujruen Blang. DII.

Keujreun blang merupakan salah satu lembaga adat yang terdapat di Aceh

yang diatur dalam Qanun No O Toleew 2000 aminno Lembaga Adat. Keujruen
Imum Mukim

blang adalah lembaga adat yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha

ersaws Keujruen Chik i eampon
persawg (Keujruen £ampong. Imum Chik
Kecamatan)
St Kecamatan [Sawang sampar ke umngrar gamporng dapat

dilihat pada skema di bawah ini:
|

4
Geuchik

v v v

Tuha Peut Tuha Imum
Lapan meunasah




Berdasarkan skema di atas dapat diuraikan bahwa, Imum Mukim merupakan

lembaga tertinggi di bawah Camat, setelah Imum Mukim ada Imum Chik yaitu Imam

di mesjid tingkat mukim, kemudian ada Keujruen Chik di bawah Kecamatan, setelah

itu ada Geuchik dan yang memimpin gampong, di dalam gampong terdapat lembaga

adat seperti Tuha Peut

yang merupakan badan penasehat dalam gampong yang

merupakan perwakilan dari beberapa unsur dalam gampong, Tuha Lapan membantu

geuchik dalam menjalankan tugasnya, Imum meunasah membantu geuchik dalam

bidang agama dan keujruen blang membantu geuchik dalam bidang sawah bagi

daerah yang memiliki sawah.

Sedang susunan

Keujruen Chik
Keujruen
Kecamatan

keujruen blang dal
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Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa, keujruen chik merupakan
keujreun tertinggi karena berada ditingkat Kecamatan Sawang, kemudian baru
keujruen gampong. Karena wilayah penelitian ini ada di empat gampong, maka di
dalam Gampong Blang Teurakan terdapat dua orang keujruen yaitu satu orang
keujruen gampong (keujruen muda) satu orang keujruen petak. Di Gampong Jurong
terdapat tiga orang keujruen, yaitu satu orang keujruen gampong, satu orang keujruen
petak satu, satu orang keujruen petak dua. Di Gampong Babah Krueng hanya terdapat
satu orang keujruen blang gampong (keujruen muda). Di Gampong Lancok terdapat
dua orang keujruen yaitu satu orang keujruen gampong (keujruen muda) dan satu
orang keujruen petak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Lembaga Adat ditegaskan bahwa tugas, fungsi dan wewenang keujruen blang

ditentukan dalam musyawarah keujruen blang. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam



melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya harus berkoordinasi dengan pihak
terkait lainnya.

Berkenaan dengan tugas keujruen blang dalam Pasal 25 Qanun Nomor 10
Tahun 2008, dinyatakan bahwa tugas keujruen blang adalah sebagai berikut :

7. Menentukan dan mengkoordinasi tata cara turun ke sawah

8. Mengatur pembagian air ke sawah petani

9. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian

10. Mengkoordinasikan khanduri blang atau upacara lainnya yang berkaitan
dengan adat dalam usaha pertanian sawah.

11. Memberi teguran dan sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan
adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam
sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat

12. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan
usaha pertanian sawah.

Berkaitan dengan tugas pertama keujruen blang tentang penentuan dan
koordinasi tata cara turun ke sawah, di Kecamatan Sawang terdapat keujruen blang
kecamatan (keujruen chik) yang bertugas menentukan pelaksanaan turun ke sawah di
tingkat kecamatan, dengan mengadakan rapat koordinasi dengan semua geuchik,
imum mukim, keujreun blang gampong, para unsur muspika dan para penyuluh
pertanian dan mantri tani Kecamatan Sawang. Dalam rapat ini dibahas hari mulai
turun ke sawah, hari khanduri blang, masalah pengairan (irigasi), masalah bibit, obat-
obatan dan pupuk, termasuk jika ada program bantuan untuk petani sawah. Tujuan

diadakan rapat koordinasi dengan semua pihak terkait di atas adalah untuk



menentukan hari turun ke sawah bagi semua gampong yang ada di Kecamatan
Sawang.'®

Tugas Kedua, keujruen blang yang ditetapkan dalam Pasal 25 Qanun
Lembaga Adat adalah mengatur pembagian air ke sawah petani. Berkaitan dengan
pembagian air ke sawah, uraian tugas keujruen blang ini akan diawali dengan
menjelaskan sedikit tentang irigasi yang menjadi sumber utama air untuk pengairan
sawah di Kecamatan Sawang.

Irigasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan
pertanian, karena perannya yang esensial dalam kegiatan produksi pertanian di lahan
basah khususnya padi. Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1969 tentang Tugas dan
Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi, yang berwenang mengatur air di tiap
propinsi adalah Gubernur Kepala Daerah. Untuk menjaga wewenang dan tanggung
jawab secara menyeluruh dan tunggal dalam pengaturan air dan pemeliharaan
jaringan irigasi oleh pemerintah, maka pelaksana yang membantu  Gubernur
ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan tingkat Propinsi. Dalam melaksanakan
tugasnya Kepala Dinas Pengairan Propinsi dibantu oleh Kepala Dinas Pengairan
Kabupaten. Selanjutnya Kepala Dinas Kabupaten dibantu oleh Pengamat Pengairan
dan pengamat pengairan dibantu oleh Juru Pintu Air."”

Tugas pokok dari Dinas Pengairan di bidang irigasi (pemerintah) mengurus

operasi dan pemeliharaan jaringan utama (mulai dari bendungan sampai ke pintu

18 Abdullah Sekwilcam Kecamatan Sawang, wawancara hari rabu tanggal 1 Juni 2011
19 Modul Tugas dan Tanggung Jawab serta Pembinaan Petani Pemakai Air Keujreun blang,
Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Pemerintahan Aceh Utara, him. 3-4.



tersier). Sedangkan jaringan tersier dan seluruh jaringan irigasi menjadi tanggung
jawab masyarakat yang memanfaatkan air irigasi tersebut melalui wadah keujruen
blang atau nama lain disebut dengan Perkumpulan Petani Pemakai air (P3A).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, ada dua lembaga yang mengelola
irigasi, yaitu lembaga pemerintah (P.U. Pengairan) dan lembaga masyarakat
(keujruen blang). Tugas masing-masing lembaga tersebut, adalah lembaga
pemerintah mengelola sepenuhnya air irigasi di jaringan utama, sedangkan lembaga
masyarakat (keujruen blang) hanya mengelola air irigasi dijaringan tersier saja.

Keberhasilan Kecamatan Sawang sebagai daerah penghasil padi di Kabupaten
Aceh Utara tidak terlepas dari peranan keujruen blang yang bernama “Singke
Keumeude Krueng Sawang” daerah irigasi Sawang dalam pemanfaatan air irigasi
secara tepat guna dan berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, dengan
memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama petani.

Daerah kerja Perkumpulan Keujruen Blang Singke Keumude Krueng Sawang
Kecamatan Sawang ini adalah Petak Tersier daerah irigasi sawang, mencakup 1
(satu) kecamatan 4 (empat) gampong, yang terdiri dari Gampong Sawang, Gampong
Blang Teurakan, Gampong Jurong dan Gampong Babah Krueng.

Dan khusus untuk Gampong  Lancok, hanya sebagian kecil yang
menggunakan irigasi, selebihnya menggunakan sistem pompanisasi, karena posisi
gampong lancok sudah jauh dari irigasi, jadi harus dibantu dengan mesin pompa air

supaya air dapat mengalir ke Gampong Lancok. Perawatan dan penjaga air



pompanisasi di lakukan oleh keujruen blang gampong dengan dibantu oleh aneuk
keujruen.

Tugas keujruen blang yang ketiga adalah membantu pemerintah dalam bidang
pertanian. Tugas keujruen blang yang ketiga ini sesuai dengan ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 4 huruf b Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga adat,
yang menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya lembaga adat dalam hal ini
keujruen blang berwenang membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Tugas keujruen blang yang keempat adalah mengkoordinasikan khanduri
blang atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah.
Khanduri blang merupakan tradisi adat Aceh yang biasa dilakukan masyarakat Aceh
disetiap gampong secara turun temurun yang diwariskan nenek moyang. Ritual ini
sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Aceh. Tujuan ritual adat khanduri
blang ini adalah sebagai rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah yang
diberikan oleh Allah SWT.

Khanduri blang dilakukan di Kecamatan Sawang dalam setahun hampir tiga
kali, yaitu menjelang turun ke sawah, ketika padi berbuah dan setelah panen.
Khanduri blang di Kecamatan Sawang dilaksanakan di pinggir sungai dekat dengan
irigasi dan sawah. Khanduri blang ini diikuti oleh semua masyarakat yang ada di
sekitar areal persawahan yang ada di Kecamatan Sawang.

Dalam khanduri blang ini biasanya di potong ayam, dimasak di pinggir
sungai dekat irigasi dan areal sawah, setelah masak dibawa ke balai

gampong/meunasah untuk dimakan bersama-sama. Dalam acara ini diundang camat,



imum mukim, geuchik, teungku imum, keujreun chik, keujreun blang gampong,
penyuluh pertanian, mantri tani dan semua petani di wilayah Kecamatan Sawang.*

Dalam khanduri blang ini dibaca do’a dan zikir yang dipimpin oleh tengku
imum gampong, meminta kepada Allah SWT agar diberikan rahmat dan rezeki dan
tanaman padi yang nanti ditanami terbebas dari hama dan berbagai penyakit. Setelah
berdo’a selesai baru dilanjutkan dengan makan bersama ayam yang sudah dimasak
bersama-sama oleh masyarakat gampong tadi.”!

Khanduri blang ketika turun ke sawah serentak dilakukan oleh semua
gampong yang ada di Kecamatan Sawang, yang dikenal dengan istilah khanduri
troen u blang meminta keselamatan dan keberkahan, agar diberikan hasil panen yang
melimpah serta terbebas dari semua hama dan penyakit.

Khanduri blang turun ke sawah dilakukan setelah adanya koordinasi dengan
semua unsur terkait. Setelah melakukan rapat dan penentuan turun ke sawah
ditetapkan, maka keujruen blang gampong mengajak petani mengadakan kenduri
blang di gampong masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam acara
khanduri blang tersebut juga diumumkan hari gotong royong saluran air di gampong
oleh para petani sawah dan hari turun ke sawah. Semua petani yang akan turun sawah
diwajibkan untuk melakukan khanduri blang, apabila tidak melaksanakan khanduri

tersebut, maka akan diberi sanksi berdasarkan rapat gampong, biasanya harus

20 Murdani Syam Geuchik Gampong Blang Teurakan, wawancara hari selasa tanggal 31 Mei
2011
21 Zainuddin Ishak Geuchik Gampong Jurong, wawancara hari jum’at tanggal 7 Juni 2011.



menyumbang 2 (dua) ekor ayam dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah)®.

Tugas keujruen blang yang kelima, adalah memberi teguran atau sanksi kepada
petani yang melanggar aturan-aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak
melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat.
Pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi yang
diadakan di Kecamatan dengan semua pihak-pihak terkait, akan dikenakan sanksi.

Sanksi yang diberikan oleh keujruen blang terhadap petani yang melanggar
aturan, yang telah ditetapkan dalam AD & ART Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A) Keujruen blang Singke Keumude Krueng Sawang, biasanya dapat berupa:

a. denda berupa uang/padi/gabah kering;

b. kerja bakti membersihkan saluran irigasi.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan sanksi adalah sebagai berikut:

a. Turun ke sawah tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

b. Pengambilan air yang tidak sah dikenakan sanksi berdasarkan hasil keputusan
rapat anggota keujruen blang Singke Keumude Krueng Sawang;

c. Pengrusakan jaringan air dikenakan sanksi memperbaiki kembali seperti semula;

d. Pengrusakan jaringan air karena hewan maka sanksi memperbaikinya dikenakan
pada pemilik hewan atau kuasanya.

e. Pengambilan air yang tidak sah dikenakan denda Rp. 10.000,-

22 M. Nazir Kasem Keujreun Blang Petak Gampong Blang Teurakan, Wawancara tanggal 25
Juni 2011.



Tugas keujruen blang yang keenam adalah menyelesaikan sengketa antar
petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah. Misalnya
perkelahian masalah pencurian air di sawah, sanksi yang diberikan oleh keujruen
berdasarkan hasil rapat gampong, dapat berupa buat kue talam (kue apam) sebanyak
1000 (seribu) buah, kalau perkelahian sampai membawa parang, sanksi yang
diberikan keujruen blang adalah potong kambing (tergantung besar kecilnya
perkelahian) yang terjadi.”

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sawang, fungsi dan wewenang
keujruen blang yang telah dilaksanakan hanya berdasarkan kebiasaan atau
pengalaman keujruen terdahulu, bukan berpedoman pada aturan tertulis yaitu ganun
lembaga adat. Fungsi dan wewenang keujruen blang dilaksanakan sesuai dengan
hasil rapat koordinasi yang diadakan di Kecamatan Sawang, yang dihadiri oleh semua
unsur terkait. Keujruen blang harus menjaga air dalam aliran irigasi sampai ke sawah
petani, harus mengkoordinir gotong royong waktu turun ke sawah, mengurus
khanduri blang.** Jika petani tidak ikut gotong royong pada waktu turun ke sawah,
maka digantikan oleh keujruen blang, namun petani tersebut harus membayar uang
kepada keujruen blang yang menggantikan petani tersebut.

Fungsi dan wewenang keujruen blang di Kecamatan Sawang khususnya di
empat gampong yang diteliti, sudah dijalankan sesuai dengan intruksi keujruen chik

yang ada di kecamatan dan sesuai dengan rapat koordinasi sebelum turun ke sawah

23 M. Nurdin Daud Keujruen Blang Gampong Blang Teurakan, Wawancara hari Sabtu
tanggal 25 Juni 2011

24 Zainal Abidin Keujruen Blang Petak 1 Gampong Jurong, Wawancara hari Jum’at tanggal
24 Juni 2011.



serta sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh keujruen yang bersangkutan,
karena keujruen dipilih oleh masyarakat adalah orang-orang yang mempunyai
pengalaman di bidang persawahan. Tapi belum maksimal dan rinci/lengkap seperti
tugas dan wewenang keujruen blang yang terdapat dalam ganun lembaga adat.

Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi dan wewenang keujruen blang seperti
ketentuan yang terdapat dalam qanun. Ini disebabkan karena keujruen blang tidak
pernah mengetahui dan diperkenalkan dengan ganun lembaga adat yang mengatur
tugas dan fungsi semua lembaga adat yang ada di Aceh, termasuk keujruen blang
dalam hal ini.

Ada perbedaan penafsiran keujruen blang termasuk masyarakat Aceh termasuk
masyarakat di Kecamatan Sawang, mengenai arti atau makna qanun. Masyarakat
sering mengartikan hasil keputusan rapat lembaga adat dalam gampong sebagai
qanun. Hal ini terjadi karena dalam literatur Melayu termasuk Aceh, qanun sudah
digunakan sejak lama dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam
yang telah menjadi adat.

Dalam arti sempit gqanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan
diperlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada
hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, qanun sama dengan istilah hukum atau adat.
Di dalam perkembangannya boleh juga disebut bahwa qanun merupakan suatu istilah

untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan



penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di
dalam figih yang ditetapkan oleh Sultan. *

Sedangkan sekarang arti qanun yang sebenarnya merupakan nama lain dari
Peraturan Daerah “plus” (Perda), atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi
peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam rangka otonomi khusus
di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Berkaitan dengan perbedaan penafsiran terhadap arti qanun ini telah dilakukan
pengarahan, sosialisasi dan memperkenalkan arti qganun dan isi ganun Nomor 10
Tahun 2008 tentang Lembaga Adat kepada keujruen dan masyarakat, yang di dalam
qanun lembaga adat tersebut terdapat pengaturan mengenai pengertian, siapa saja
yang termasuk lembaga adat, fungsi, tugas dan wewenang lembaga adat khususnya

keujruen blang.

B. Hambatan Keujruen Blang dalam Melaksanakan Fungsi dan Wewenang
dalam Meningkatkan Produksi Padi

Fungsi dan wewenang keujruen blang sebagai salah satu lembaga adat di

Aceh ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Namun

berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sawang Aceh Utara, keujruen blang dalam

melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan ketentuan gqanun tersebut. Keujruen blang

melaksanakan tugasnya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan yang sudah

25 Al Yasa’ Abubakar & Marah Halim, 2006, Hukum Pidana Islam di Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, Dinas Syariat Islam, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



berlangsung secara turun temurun yang dilakukan oleh keujruen blang dari zaman
dahulu.

Keujruen blang tidak pernah membaca qanun tentang lembaga adat, hanya
mendengarkan saja disebut-sebut dalam rapat koordinasi di kecamatan. Keujruen
blang mengetahui tentang gqanun lembaga adat dan fungsi lembaga adat dalam rapat-
rapat pemilihan lembaga-lembaga adat, misalnya pemilihan mukim, tuha peut, tuha
lapan dan keujruen blang. Walaupun keujruen blang tidak membaca qanun tentang
lembaga adat, namun fungsi dan wewenang lembaga adat itu memang ada dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari dan dilaksanakan sesuai kebiasaan yang sudah
dilakukan oleh keujruen blang atau lembaga-lembaga adat lain sebelum mereka.

Ketidaktahuan  keujruen blang tentang fungsi dan wewenangnya yang
terdapat dalam ganun lembaga adat, ini merupakan salah satu hambatan dalam
melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara teratur, lengkap dan rinci, hal ini
disebabkan karena tidak diperkenalkan atau tidak disosialisasi oleh pihak
pemerintah baik di tingkat kecamatan maupun tingkat geuchik.

Berdasarkan hasil penelitian keujruen blang di Kecamatan Sawang Aceh
Utara, orangnya sudah tua-tua, berpendidikan rendah, *’ ditambah lagi dengan tidak
ada penjelasan secara rinci tugas dan wewenangnya yang tercantum dalam ganun, ini
merupakan hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya, karena mereka

tidak mempunyai pedoman yang tertulis mengenai hak dan kewajibannya. Walaupun

26 Mawardi Mukim Bagian Selatan Kecamatan Sawang, Wawancara hari Rabu Tanggal 1
Juni 2011
27 Muchsih, SP. Mantri Tani, Wawancara hari selasa tanggal 21 Juni 2011.



pelaksanaan fungsi dan wewenang keujruen blang secara pengalaman atau kebiasaan,
dianggab sudah bagus dan tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam qanun.

Ketentuan tertulis yang dimiliki oleh keujruen blang adalah Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga (AD &ART) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
Keujruen Blang Singke Keumude Krueng Sawang yang hanya berisi hak dan
kewajiban keujruen blang dalam pengelolaan di bidang air atau irigasi saja.
Sedangkan kalau dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, fungsi
dan wewenang keujruen blang disebutkan secara rinci dan lengkap bukan hanya
menjaga dibagian pengairan saja. Tetapi termasuk juga tugas untuk membantu
pemerintah dalam bidang pertanian, serta tugas untuk menyelesaikan sengketa antar
petani yang berkaitan dengan usaha pertanian sawah.

Keujruen blang gampong dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berada di
bawah koordinasi geuchik gampong masing-masing. ** Dalam penelitian ini ada
empat gampong yang diteliti, yaitu Gampong Blang Teurakan, Gampong Jurong,
Gampong Babah Krueng dan Gampong Lancok. Hambatan atau masalah yang
terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang keujruen blang yang pertama adalah
keempat gampong yang telah dilakukan penelitian, pada umumnya keujruen blang
tidak mengetahui secara rinci tentang Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga
Adat.

Akibat dari tidak diketahui isi ganun tentang lembaga adat, menyebabkan

keujruen blang tidak mengetahui tugas dan fungsinya secara rinci sehingga keujruen

28 M.Diah Geuchik Gampong Babah Krueng, wawancara hari kamis tanggal 16 Juni 2011



blang dianggab tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dan semua hal ini
akan menimbulkan hambatan atau kendala-kendala yang lainnya dalam pelaksanaan
fungsi dan wewenang keujruen blang.

Hambatan yang kedua adalah kurang koordinasi antara sesama keujruen
blang gampong dalam pelaksanaan tugasnya, mereka bekerja sendiri-sendiri, kecuali
pada waktu turun ke sawah pertama kali, itu dilakukan secara bersama-sama.
Keujruen blang chik bertugas menjaga pengairan di kecamatan dan berkoordinasi
dengan keujruen gampong, masalah air di gampong masing-masing diurus oleh
keujruen blang gampong. Keujruen blang gampong berkoordinasi dengan keujruen
chik kecamatan apabila ada kerusakan berat pada irigasi.”

Jika tidak ada kerusakan pada irigasi, koordinasi yang ada untuk keujruen
blang yaitu pada waktu rapat di kantor Kecamatan Sawang saja, semua pihak terkait
hadir mulai dari Camat, Mukim, Keujruen Chik, Keujruen Blang Gampong, Mantri
Tani dan Badan Penyuluh Pertanian untuk masing-masing gampong. Setelah rapat
selesai membahas semua kegiatan yang berhubungan dengan fungsi keujruen blang,
selanjutnya dalam pelaksanaannya dikembalikan ke masing-masing keujruen
gampong, keujruen gampong dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi
Geuchik masing-masing gampong yang bersangkutan, dan dibantu oleh keujruen
petak.

Secara keseluruhan koordinasi memang sudah dijalankan dimasing-masing

gampong, terutama pada waktu mau turun ke sawah koordinasi dilakukan dengan

29 M. Saleh Balang Keujruen Kecamatan Sawang, Wawancara hari Kamis 16 Juni 2011.



geuchik oleh keujruen blang, untuk keujruen blang di gampong mereka bergerak
sendiri-sendiri mengelola di gampong, termasuk dalam pembagian hasil panen.

Hambatan yang ketiga adalah masalah pendapatan atau upah bagi keujruen
blang. Dalam Pasal 5 Qanun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Lembaga Adat,
disebutkan bahwa setiap lembaga adat berhak atas pendapatan yang bentuk dan
besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat.

Keujruen blang dalam melaksanakan tugasnya tidaklah digaji, tapi setelah
panen keujruen blang berhak mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut,
berdasarkan pemberian sukarela dari petani yang sawahnya dialirkan air oleh
keujruen blang. Bagian yang diberikan kepada keujruen blang itu disebut dengan
brueh umeng.

Seharusnya brueh umeng pemberian dari petani dikumpulkan di meunasah,
kemudian Teungku Imum meunasah dan Geuchik akan membaginya. Sebagian
diambil untuk kas meunasah yang akan dikelola untuk kemakmuran dan
pembangunan meunasah, sebagian lagi diserahkan kepada keujruen blang sebagai
imbalan mengatur urusan pengairan air untuk sawah-sawah petani.

Namun di Kecamatan Sawang hasil panen petani tidak dikumpulkan di
meunasah, dan tidak dibagikan oleh feungku imum dan geuchik, tapi keujruen blang
harus mengambil sendiri kepetani, bagian imbalan pekerjaan mengalirkan air ke

sawah-sawah petani. *° Hal ini menunjukkan bahwa cara pemberian imbalan kepada

30 Zainal Abidin Keujruen Blang Irigasi | Kecamatan Sawang, Wawancara hari Selasa
tanggal 14 Juni 2011.



keujruen blang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ganun lembaga
adat, yang menegaskan bahwa setiap lembaga adat berhak atas pendapatan yang
bentuk dan besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat.

Tidak dibagikan hasil panen kepada keujruen blang oleh teungku imum dan
geuchik, menunjukan bahwa pimpinan gampong kurang peduli terhadap imbalan
keujruen blang, sebagai salah satu lembaga adat yang bertugas di bidang persawahan.
Tidak terjaminnya biaya atau imbalan bagi keujruen blang dalam menjalankan fungsi
dan wewenangnya, merupakan salah satu hambatan bagi keujruen blang dalam
melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara maksimal.

Hambatan  keujruen blang selanjutnya dalam melaksanakan fungsi dan
wewenangnya dalam meningkatkan hasil padi adalah jika terjadi kerusakan parah
pada irigasi, ini harus dilaporkan oleh keujruen blang gampong kepada keujruen
blang chik tingkat kecamatan, kecamatan melaporkan lagi ke pihak pemerintah,
dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) bidang pengairan.

Pada waktu proses koordinasi dari keujruen blang gampong sampai ke
pihak Dinas Pengairan dan menunggu kerusakan tersebut diperbaiki, proses aliran air
ke sawah-sawah milik petani tidak berjalan, sawah yang sedang ditanami padi
kekurangan air karena aliran irigasi rusak, sehingga air tidak bisa dialirkan seperti
biasa. Ini merupakan kendala yang berat yang dirasakan oleh keujruen blang, karena
sering pengaduan tentang kerusakan saluran air irigasi tidak segera ditindak lanjuti

oleh pihak yang berwenang.



Khusus untuk Gampong Lancok yang berada agak jauh dari irigasi, hanya
sebagian dari sawah-sawah petani yang menggunakan air dari saluran irigasi,
sebagian lagi sawah-sawah yang ada di gampong lancok, menggunakan sistem
pomparisasi untuk mendapatkan air dari irigasi. Hambatan yang dialami oleh
keujruen blang dan petani yang berada di gampong lancok yaitu mengenai pengadaan
mesin pompa air, biaya perawatan dan biaya perbaikan mesin pompa air, yang tidak
ada. Kalau mesinnya rusak petani tidak dapat mengisi sawah mereka dengan air,
sehingga padi tidak tumbuh subur.’’

Hambatan keujruen blang selanjutnya dalam meningkatkan hasil padi adalah
masalah hama atau penyakit padi. Padi petani yang terkena penyakit atau hama,
seperti ada binatang kecil-kecil ditanaman padi (hama wereng). Keujruen blang dan
petani yang padinya terkena penyakit mengkoordinasikan/memberitahukan kepada
Mantri Tani dan Badan Penyuluh Pertanian (BPP) gampong masing-masing yang
telah ditetapkan oleh Kecamatan. *

Pihak balai penyuluh pertanian turun ke sawah untuk melihat keadaan padi
yang terkena hama. Memberikan solusi berupa pengarahan cara menanggulangi hama
yang ada di batang padi dan memberi bantuan insektisida atau obat untuk penyemprot
hama yang menyerang padi di sawah.

Keujruen blang dalam menjalankan tugasnya juga berkoordinasi dengan mantra tani

dan pihak balai penyuluh pertanian. Bukan hanya ketika padi sedang diserang hama,

31 Murdani Aneuk Keujruen/ Penjaga air Gampong Lancok, Wawancara hari Jum’at tanggal
1 Juli 2011.

32 A. Jalil Ibrahim Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kcamatan Sawang, Wawancara hari
rabu tanggal 1 Juni 2011.



tetapi berkoordinasi juga mengenai bibit padi yang bagus, mengenai keadaan tanah
yaitu tingkat kesuburan tanah yang akan ditanami padi, mengenai pemberian pupuk
yang cukup dan mengenai jumlah air dalam masing-masing petak sawah. Pihak
penyuluh pertanian juga turun ke lapangan untuk melihat keadaan padi disetiap
gampong, mulai dari sebelum turun benih untuk disemai sampai padi panen, selalu
dalam pengawasan balai penyuluh pertanian yang telah ditetapkan oleh kecamatan

untuk tiap-tiap gampong yang memiliki sawah di Kecamatan Sawang Aceh Utara.

Kontribusi peneliti

Dari uraian hasil penelitian di atas dapat kita lihat bahwa fungsi dan
wewenang keujruen blang di empat gampong yang diteliti telah dilaksanakan sesuai
dengan arahan hasil rapat koordinasi di Kecamatan Sawang, yang dihadiri oleh
Camat, Mukim, Keujruen Chik, Geuchik, Keujruen Gampong, juga dihadiri oleh
Mantri Tani dan pihak Balai Penyuluh Pertanian dimasing-masing gampong.

Fungsi dan wewenang yang dijalankan oleh keujruen blang sesuai dengan
kebiasaan dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing keujruen blang
gampong. Keujruen blang tidak pernah disosialisasikan dan diperkenalkan dengan
Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan qanun-qanun lainnya yang
mengatur tentang funsi dan wewenang lembaga adat, baik lembaga adat yang ada di

tingkat mukim maupun lembaga adat yang ada ditingkat gampong. Sehingga



keujruen blang tidak mengetahui secara langsung bagaimana sebenarnya fungsi dan
wewenang mereka yang seharusnya atau secara lengkap dan rinci seperti yang
terdapat dalam qanun tentang lembaga adat. Ketidaktahuan dan tidak mengerti
keujruen blang tentang fungsi dan wewenang yang sebenarnya menyebabkan
pelaksanaan fungsi dan wewenang tersebut tidak dijalankan secara maksimal.

Hambatan yang utama tidak terlaksananya fungsi dan wewenang keujruen
blang secara maksimal adalah tidak mengetahui fungsi dan wewenangnya secara
lengkap seperti yang tercantum dalam qanun lembaga adat. Upaya yang telah
dilakukan terhadap hambatan tersebut adalah memperkenalkan qanun lembaga adat
kepada keujruen blang dengan cara mensosialisasikan fungsi dan wewenang keujruen
blang seperti yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga
Adat.

Tujuan memperkenalkan fungsi dan wewenang keujruen blang secara lengkap
seperti yang terdapat dalam ganun, adalah untuk memberdayakan keujruen blang
yang selama ini dianggab tidak maksimal dalam melaksanakan fungsi dan
wewenangnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga.

Pemberdayaan keujruen blang adalah suatu proses yang mengembangkan dan
memperkuat kemampuan keujruen blang untuk terus terlibat dalam proses
pembangunan yang berlangsung secara dinamis dan sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga keujruen blang dapat mengatasi

hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugasnya.



Secara khusus pemberdayaan terhadap keujruen blang adalah untuk lebih
mengembangkan dan memperkuat kemampuan keujruen blang dalam melaksanakan
pembangunan yang dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mandiri serta bisa
mencapai hasil yang maksimal yaitu untuk menghasilkan padi secara maksimal juga.

Pemberdayaan terhadap fungsi dan wewenang keujruen blang dilakukan
dengan menggunakan metode yang konfrenhensif dan konkrit, yang dapat menyentuh
akar permasalahan yang dihadapi oleh keujruen blang. Metode yang digunakan
adalah pendampingan terhadap keujruen blang dalam melaksanakan fungsi dan
wewenangnya, agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam qanun.

Pendampingan terhadap keujruen blang dalam melaksanakan fungsi dan
wewenangnya diperlukan tenaga pendamping yang handal dalam bidang pertanian,
khususnya di persawahan. Tugas tenaga pendamping adalah:

1. Membantu keujruen blang dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya
secara benar seperti yang terdapat dalam ketentuan qanun;

2. Membantu keujruen blang untuk mengidentifikasi setiap potensi dan masalah
yang dihadapi, untuk kemudian mencari jalan penyelesaiannya;

3. Membantu keujruen blang menciptakan akses serta peluang untuk
pengembangan organisasi dan kelembagaan, baik dalam ruang lingkup
pengelolaan fungsi dan wewenang maupun untuk pengelolaan hasil padi

(ekonomi dan wira usaha);



Membantu keujruen blang dalam bekerjasama dengan pihak ketiga yang
berkaitan dengan bidang pertanian (mantri tani dan badan penyuluh
pertanian);

Menjadi mediator dan fasilitator bagi keujruen blang dalam berhubungan dan
mengatasi setiap konflik horizontal (sesama keujruen blang) maupun dengan
petani atau dengan pemerintah secara vertikal,

Mendampingi keujruen blang untuk memahami program-program yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan (qanun);

Membantu keujruen blang untuk mendapatkan imbalan atau pendapatan
sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ganun lembaga adat.

Secara umum setiap pemberdayaan harus harus menganut prinsip-prinsip

demokratis, transparansi, akuntabilitas dan perlindungan khusus. Dalam

pemberdayaan keujruen blang harus menganut prinsip:

1.

2.

Menggali potensi sumber daya lokal yang ada untuk pemberdayaan keujruen
blang, antara lain dengan pemahaman kondisi gampong;

Keujruen blang merencanakan sendiri dan melaksanakan sendiri semua
kegiatan yang berkaitan dengan fungsi dan wewenangnya;

Pendampingan dalam pemberdayaan keujruen blang berdasarkan atas
permintaan kebutuhan keujruen blang dan kemampuan pemerintah.

Pemberdayaan keujruen blang secara berkesinambungan dalam pelaksanaan

fungsi dan wewenangnya yang sesuai dengan ketentuan dalam qanun lembaga adat,

melalui penyuluhan, pengarahan dan fasilitator yang terdiri dari unsur Pemerintah



Daerah, Dinas Pertanian, Koperasi dan instansi lain yang terkait, akan menjadikan

keujruen blang yang handal dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, sehingga

dapat menghasilkan padi yang lebih maksimal dari jumlah yang dihasilkan sebelum

keujruen blang mengetahui fungsi dan wewenangnya yang sebenarnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan fungsi dan wewenang keujruen blang dalam meningkatkan padi
di Kecamatan sawang, sudah dijalankan namun belum maksimal, karena
dilaksanakan berdasarkan kebiasaan atau pengalaman keujruen blang
terdahulu, bukan berpedoman pada aturan tertulis yaitu Qanun Nomor 10
Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Fungsi dan wewenang keujruen blang

dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang diadakan di



Kecamatan Sawang, yang dihadiri oleh semua unsur terkait. Keujruen blang
harus berkoordinasi dengan keujruen chik, menjaga air dalam aliran irigasi
sampai ke sawah petani, harus mengkoordinir gotong royong waktu turun ke
sawah, mengurus khanduri blang, memberi sanksi kepada petani yang
melanggar ketentuan adat di sawah. Namun fungsi dan wewenang ini tidak
selengkap tugas dan wewenang yang terdapat dalam Pasal 25 ganun lembaga
adat.

. Hambatan yang dihadapi keujruen blang dalam melaksanakan fungsi dan
wewenang untuk meningkatkan hasil padi di Kecamatan Sawang, adalah
pertama, keujruen blang tidak mengetahui fungsi dan wewenangnya secara
lengkap dan rinci seperti yang terdapat dalam qanun lembaga adat. Kedua,
kurang koordinasi sesama keujruen blang gampong dalam melaksanakan
fungsi dan wewenangnya, keujruen blang bekerja sendiri-sendiri dalam
mengelola sawah di gampong masing-masing. Ketiga, kerusakan besar pada
saluran irigasi yang lama diperbaiki, menyebabkan terhambatnya aliran air ke
sawah-sawah petani. Keempat, kurang diperhatikan masalah upah atau
pemberian imbalan kepada keujruen blang, tidak dibagikan berdasarkan hasil
musyawarah Gampong, tapi harus diambil sendiri imbalan tersebut kepada
petani. Kelima, masalah hama atau penyakit (binatang-binatang kecil/wereng)
yang menyerang padi petani. Keenam, kesulitan dana untuk pengadaan mesin
pompa air dan biaya perawatan mesin, khusus untuk gampong lancok yang

agak jauh dari saluran irigasi untuk megalirkan air ke sawah-sawah petani.



Terhadap segala hambatan yang dihadapi keujruen blang dalam melaksanakan
fungsi dan wewenangnya yang belum maksimal, yang disebabkan oleh tidak
diketahui fungsi dan wewenang keujruen blang yang lengkap seperti yang
terdapat dalam ganun lembaga adat, sudah dilakukakan sosialisasi Qanun
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, kepada keujruen blang dan
telah dilakukan metode pendampingan terhadap pemberdayaan fungsi dan
wewenang keujruen blang yang sesuai dengan penetapan fungsi dan
wewenang dalam qanun, untuk memberdayakan keujruen blang keempat
gampong di Kecamatan Sawang, agar dapat menghasilkan padi yang lebih

maksimal dari sebelumnya.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap fungsi dan wewenang

keujruen blang di Kecamatan Sawang Aceh Utara, maka dapat diberikan saran

sebagai berikut:

1.

Diharapkan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah yang ada ditingkat
Kecamatan, Mukim, dan Pemerintahan Gampong, harus mengenalkan Qanun
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga adat, termasuk keujruen
blang dalam hal ini, agar dapat diketahui fungsi dan wewenang yang
sebenarnya, sehingga keujruen blang dapat melaksanakan fungsi dan

wewenangnya secara maksimal dan bisa menghasilkan padi secara maksimal

juga.



2. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan keberadaan
lembaga adat keujruen blang, dukungan dalam bentuk penyediaan sarana dan
prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan wewenang
keujruen blang sebagai lembaga adat yang membantu pemerintah dalam
bidang pembangunan khususnya bidang pangan. Kepada instansi terkait
seperti instansi penyuluhan pertanian juga agar bisa bekerja sama dengan
keujruen blang dalam rangka menghasilkan padi yang maksimal untuk

penyediaan bahan pangan untuk kebutuhan masyarakat Aceh Utara.
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